KPK 2022

PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 11 Januari 2023/Periodik - 2022)

BIDANG . EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PERTANIAN
UNIT KERJA . BADAN KARANTINA PERTANIAN
. DATA PRIBADI
1. Nama : PUTU TERUNANEGARA
2. Jabatan : KEPALA BALAI
3. NHK : 131880
II. DATA HARTA
A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 910.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 85 m2/150 m2 di BADUNG, HASIL
SENDIRI Rp. 620.000.000

2. Tanah Seluas 220 m2 di BULELENG, HASIL SENDIRI Rp.
90.000.000

3. Tanah dan Bangunan Seluas 800 m2/800 m2 di BULELENG,
HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 91.000.000

1. MOTOR, HONDA VARIO SEPEDA MOTOR Tahun 2013, HASIL
SENDIRI Rp. 5.000.000

2. MOTOR, HONDA VARIO AT121B01 Tahun 2013, HASIL SENDIRI
Rp. 6.000.000

3. MOBIL, TOYOTA AGYA 1.0 G A/T Tahun 2014, HASIL SENDIRI
Rp. 80.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 18.300.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ==

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 72.609.577

F. HARTA LAINNYA Rp. -—-
Sub Total Rp. 1.091.909.577
II.HUTANG Rp. 141.218.844
IV.TOTAL HARTA KEKAYAAN (lI-111) Rp. 950.690.733

Catatan:



KPK 2022

Komisi Pemberantasan Korupsi

1.Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari
elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang
diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan
dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta
kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik
Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara
Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi
pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme.

3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.
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Komisi Pemberantasan Korupsi

PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 19 Januari 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PERTANIAN
UNIT KERJA : BADAN KARANTINA PERTANIAN
I. DATA PRIBADI
1. Nama : PUTU YOGA SANTIKA
2. Jabatan : PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
3. NHK : 143802
II. DATA HARTA
A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 624.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 110 m2/45 m2 di KAB / KOTA KOTA
PALU , HASIL SENDIRI Rp. 85.000.000

2. Tanah Seluas 294 m2 di KAB / KOTA KOTA PALU
SENDIRI Rp. 65.000.000

, HASIL

3. Tanah dan Bangunan Seluas 116 m2/140 m2 di KAB / KOTA KOTA
DENPASAR , HASIL SENDIRI Rp. 474.000.000
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 100.000.000

1. MOBIL, DAIHATSU MINIBUS Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp.

100.000.000
C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. -
D. SURAT BERHARGA Rp. -—ar
E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 92.156.721
F. HARTA LAINNYA Rp. -
Sub Total Rp. 816.156.721
. HUTANG Rp. 209.607.105
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (lI-111) Rp. 606.549.616
Catatan:

1.Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari
elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang
diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan
dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta
kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik
Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara
Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi
pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-



Komisi Pemberantasan Korupsi

Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.
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Komisi Pemberantasan Korupsi

PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 22 Januari 2023/Periodik - 2022)

BIDANG . EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PERTANIAN
UNIT KERJA . BADAN KARANTINA PERTANIAN
. DATA PRIBADI
1. Nama . MADE ARY ANGGRENI SARASWATI
2. Jabatan : PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN JASA
3. NHK : 201039
II. DATA HARTA
A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 3.775.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 100 m2/110 m2 di BADUNG, HASIL
SENDIRI Rp. 700.000.000

2. Tanah dan Bangunan Seluas 100 m2/100 m2 di , HASIL SENDIRI
Rp. 300.000.000

3. Tanah dan Bangunan Seluas 100 m2/100 m2 di TABANAN, HASIL
SENDIRI Rp. 300.000.000

4. Tanah dan Bangunan Seluas 80 m2/80 m2 di TABANAN, HASIL
SENDIRI Rp. 350.000.000

5. Tanah dan Bangunan Seluas 167 m2/167 m2 di BADUNG, HASIL
SENDIRI Rp. 625.000.000

6. Tanah dan Bangunan Seluas 100 m2/100 m2 di BADUNG, HASIL
SENDIRI Rp. 500.000.000

7. Tanah dan Bangunan Seluas 105 m2/120 m2 di BADUNG, HASIL
SENDIRI Rp. 1.000.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 602.200.000

1. MOTOR, HONDA NC12AF2CBLAT / VARIO Tahun 2013, HASIL
SENDIRI Rp. 8.500.000

2. MOBIL, MITSUBISHI PAJERO SPORT 2.4L DAKAR L-4X2 Tahun
2021, HASIL SENDIRI Rp. 593.700.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 30.000.000
D. SURAT BERHARGA Rp. —
E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 234.395.643
F. HARTA LAINNYA Rp. —
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Komisi Pemberantasan Korupsi

Sub Total Rp. 4.641.595.643
II.HUTANG Rp. 85.521.662
IV.TOTAL HARTA KEKAYAAN (lI-1I) Rp. 4.556.073.981

Catatan:

1

.Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari

elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang
diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan
dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta
kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik
Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara
Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

.Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi

pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme.

. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.
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Komisi Pemberantasan Korupsi
PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 19 Januari 2023/Periodik - 2022)
BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PERTANIAN
UNIT KERJA : BADAN KARANTINA PERTANIAN
I. DATA PRIBADI
1. Nama : NIKETUT REMPINI
2. Jabatan : BENDAHARA PENERIMAAN
3. NHK : 168982
Il. DATA HARTA
A. TANAH DAN BANGUNAN Rp.
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 25.000.000
1. MOTOR, HONDA NF.125.SD Tahun 2006, HASIL SENDIRI Rp.
5.000.000
2.  MOTOR, HONDA - Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp. 8.000.000
3. MOTOR, HONDA HONDA/NC12ACF A/T Tahun 2013, HASIL
SENDIRI Rp. 12.000.000
C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 6.000.000
D. SURAT BERHARGA Rp.
E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 42.144.365
F. HARTA LAINNYA Rp. ----
Sub Total Rp. 73.144.365
. HUTANG Rp. 43.508.013
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (lI-111) Rp. 29.636.352
Catatan:
1.Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari
elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang
diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan
dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta
kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik
Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara
Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2.Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi
pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.
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Komisi Pemberantasan Korupsi

PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 18 Januari 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PERTANIAN
UNIT KERJA : BADAN KARANTINA PERTANIAN
I. DATA PRIBADI
1. Nama : NINYOMAN FARIASTINI
2. Jabatan : BENDAHARA PENGELUARAN
3. NHK : 630714
II. DATA HARTA
A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 350.000.000

1. Tanah Seluas 282 m2 di KAB / KOTA BADUNG, HASIL SENDIRI
Rp. 350.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 110.000.000

1. MOTOR, HONDA VARIO 125 Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp.
10.000.000

2. MOBIL, DAIHATSU XENIA Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp.
75.000.000

3. MOTOR, HONDA PCX Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp.

25.000.000
C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 53.000.000
D. SURAT BERHARGA Rp. -—ar
E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 201.404.688
F. HARTA LAINNYA Rp. -
Sub Total Rp. 714.404.688
. HUTANG Rp. 333.342.900
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (lI-111) Rp. 381.061.788
Catatan:

1.Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari
elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang
diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan
dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta
kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik
Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara
Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi
pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-
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Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.
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Komisi Pemberantasan Korupsi

PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 27 Februari 2023/Khusus - Akhir Menjabat)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PERTANIAN
UNIT KERJA : BADAN KARANTINA PERTANIAN
I. DATA PRIBADI
1. Nama : AHMAD FIRDAUS
2. Jabatan : PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN JASA
3. NHK : 891094
II. DATA HARTA
A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. -
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 13.000.000

1. MOTOR, HONDA VARIO 150 Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp.

13.000.000
C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 5.500.000
D. SURAT BERHARGA Rp. ----
E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 2.572.558
F. HARTA LAINNYA Rp. 41.903.637
Sub Total Rp. 62.976.195
. HUTANG Rp. 36.240.894
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-11T) Rp. 26.735.301
Catatan:

1.

Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari
elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang

diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan
dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta
kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik
Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara
Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

.Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi

pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme.

. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



